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ABSTRAK: Penelitian ini membahas tentang bank tanah sebagai upaya menjamin 

ketersediaan tanah dalam rangka ekonomi berkeadilan berdasarkan UU Cipta Kerja. Yang 

menarik dalam UU ini adalah adanya kebijakan pertanahan dimana negara melalui Lembaga 

pemerintah maupun Lembaga Independen ditunjuk untuk memiliki kewenangan melakukan 

akuisisi terhadap tanah terlantar atau pula bermasalah yang mana tanah ini belum 

dikembangkan dan memiliki potensi untuk dikembangkan agar kemudian dapat 

didistribusikan kembali untuk kepentingan umum dalam rangka ekonomi berkeadilan sesuai 

program pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan 

filsafat, perundangan, konseptual, futuristic, dan sistematika perbandingan hukum. Adapun 

hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertama, dalam Pasal 2 dan Pasal 6 UUPA 

mengamanatkan adanya Badan Penguasaan Tanah yang mengelola tanah negara namun 

belum ada kebijakan pasti yang mengatur mengenai pembentukan bank tanah dalam Undang-

Undang tersebut. Kedua, Pembentukan Bank Tanah dalam UU Cipta Kerja ini hanya berfokus 

pada konsep ekonomi semata dan kurang berfokus pada kepentingan rakyat (miskin). Ketiga, 

Idealnya Bank Tanah yang harmonis dengan UUPA adalah dengan membentuk Bank Tanah 

sebagai badan hukum publik dengan prinsip dasar bahwa pemanfaatan tanah yang dikelola 

Lembaga tersebut harus memprioritaskan kepentingan umum dengan prinsip untuk mencapai 

kemakmuran bagi rakyat yang sebesar-besarnya. 
 

Kata kunci: Bank Tanah; Ekonomi Berkeadilan; Ketersediaan Tanah; Undang-Undang Cipta Kerja 

 

 

Abstract: This study discusses the land bank as an effort to ensure the availability of land in the context 

of a just economy based on the Act of Cipta Kerja. What is interesting in this law is the existence of a 

land policy in which the state through government agencies and independent institutions is appointed 

to have the authority to acquire abandoned or problematic land where this land has not been developed 

and has the potential to be developed so that it can then be redistributed for the public interest in the 

context of economic justice according to government programs. The research method used is normative 
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with a philosophical, legal, conceptual, futuristic, and legal comparative approach. The results of this 

study indicate that first, Article 2 and Article 6 of the UUPA Act, mandates the existence of a Land 

Tenure Agency that manages state land but there is no definite policy that regulates the establishment 

of a land bank in the Act. Second, the establishment of a Land Bank in the Act of Cipta Kerja only 

focuses on the economic concept alone and does not focus on the interests of the (poor) people. Third, 

Ideally, a Land Bank that is in harmony with the UUPA is to establish a Land Bank as a public legal 

entity with the basic principle that the use of land managed by the Institution must prioritize the public 

interest with the principle of achieving the greatest prosperity for the people. 
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LATAR BELAKANG 

Tanah dapat menjadi sumber daya yang penting bagi kesejahteraan bangsa gagasan 

itulah yang menjadi amanat konstitusional sebagaimana termaktub dalam Pasal 33 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 

NRI 1945-penulis) Dinyatakan: “Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya 

dikuasai oleh negara dan di pergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Di 

dalam Pasal tersebut terkandung makna pemberian kekuasaan kepada negara untuk mengatur 

sumber daya alam yang terkandung di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam 

rangka menyejahterahkan segenap rakyat Indonesia.1  

Berbicara mengenai konflik pertanahan, maka kita harus membahas mengenai faktor 

penyebab terjadinya konflik pertanahan di Indonesia. Salah satunya di sebabkan oleh adanya 

permasalahan regulasi di bidang pertanahan itu sendiri yang mana beberapa peraturan 

perundangan terkait di bidang pertanahan sering kali berbenturan satu sama lain.2 Para pejabat 

sering kali mengambil kebijakan dengan tidak memahami struktur peraturan perundang-

undangan berujung kepada kesalahan administratif dan kerugian keperdataan maupun 

berimbas pada perbuatan pidana.  Adapun permasalahan lain yang kerap terjadi di bidang 

 
1 Bernard Limbong. 2014. Politik Pertanahan. Jakarta: Pustaka Margareta. hlm. 28. 
2 Jimmi Faroca Daniel Simatupang, Muhammad Syaifuddin, dan Happy Wasito, “Pemberian Kompensasi Oleh 

PT PLN (Persero) Atas Tanah, Bangunan Dan Tanaman Yang Berada Di Bawah Ruang Bebas Jaringan 

Transmisi,” Lex Lata 2, no. 3 (2020): 893-906. 
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pertanahan Indonesia ialah penyediaan tanah guna kebutuhan pembangunan baik dalam 

industrialisasi di bidang agraris maupun di perkotaan.3  

Ada suatu hal menarik dalam Undang-Undang Cipta Kerja Tersebut selain mencakup 

tentang Ketenagakerjaan juga mencakup mengenai sektor Pertanahan, dan dalam hal ini salah 

satu yang mempengaruhi Undang-Undang tersebut adalah adanya tentang pembentukan Bank 

Tanah.  

Bank tanah menurut Undang-Undang Cipta Kerja ini tercantum pada BAB VIII bagian 

keempat tentang pertanahan Pasal 125 ayat 2 yang berbunyi “Bank Tanah sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) merupakan badan khusus yang mengelola tanah.” Bank Tanah dalam 

Undang-Undang Cipta Kerja ini pun dimaksudkan untuk reforma agraria dan redistribusi tanah 

kepada masyarakat umum, kepentingan sosial, serta untuk pemerataan ekonomi seperti yang 

tertuang dalam Pasal 125 ayat (4) nya yang berbunyi: “Badan Bank Tanah berfungsi 

melaksanakan perencanaan, perolehan, pengadaan, pengelolaan, pemanfaatan, dan 

pendistribusian tanah.” Secara umum Bank Tanah dimaksudkan sebagai kegiatan pemerintah 

untuk menyediakan tanah, yang akan dialokasikan penggunaannya di kemudian hari.4
. 

Maria S.W Sumardjono memepertanyakan bank tanah dalam Undang-Undang nomor 11 

Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini dimaksudkan untuk membantu mempermudah perizinan 

usaha atau persetujuan. Maria juga mengatakan ibahwa ikebijakan ipengelolaan itanah iyang 

iseharusnya ipro irakyat iternyata imenjadi ipro ikapital, dimana inilai ikemanfaatan iyang ihanya idi 

irasakan ioleh igolongan itertentu idan imengedepankan ipertumbuhan iekonomi inegara isaja 

isehingga ikesempatan idalam ipemanfaatan itanah imenciptakan isuatu iketimpangan iyang itidak 

imenjunjung itinggi ikeadilan isoscial isebagaimana itercantum idalam iUUD iNRI i1945. iApabila 

idilihat idari idefinisi iBank iTanah isecara iumum icondong iterkait ipenggunaan itanahnya itidak idi 

itentukan ilebih idahulu ikarena itujuan imengawasi ipola iperkembangan idaerah iperkotaan iatau 

imengatur iharga itanah idan iatau imemperoleh iCapital igain idari inilai ilebih isebagai iakibat iinvestasi 

ipublik idan iatau imengatur ipenggunaan itanah, itermasuk imengenai iwaktu, ilokasi, ijenis, idan iskala 

ipengembangan.5 iSedangkan ibank ianah ikhusus imencakup ipenyediaan itanah iuntuk 

ipembaharuan iperkotaan, ipengembangan iindustry, ipembangunan iperumahan, idan ifasilitas 

iumum.6 i 

 
3 Flecner L.H. 1974. Land Banking in the Control of Urban Developmeny. New York: Preger Publisher. hlm. 7. 
4 Yogi Anugrah. (2020). Akademisi Kritik Aturan Bank Tanah di UU Ciptaker. Tersedia pada:  

https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20201010173428-92-556897/akademisi-kritik-aturan-bank-tanah-di-

uu-ciptaker / (diakses: 12 November, 2021). 
5 Ibid. 
6 Ibid. 

http://www.badscience.net/2008/02/trivial-disputes-2/
http://www.badscience.net/2008/02/trivial-disputes-2/
http://www.badscience.net/2008/02/trivial-disputes-2/
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Apabila ikita imelihat iketentuan idi idalam iBAB iVIII ibagian ikeempat itentang ipertanahan 

iPasal i126 iUndang-Undang iCipta iKerja iyang iberbunyi i“Badan iBank iTanah imenjamin 

iketersediaan itanah idalam irangka iekonomi iberkeadilan iuntuk: ikepentingan iumum, ikepentingan 

isocial, ikepentingan ipembangunan, ipemerataan iekonomi, ikonsolidasi ilahan idan ireforma 

iagrarian.” Dalam iPasal iitu itelah ijelas iditentukan ipenggunaan itanahnya imasih iabstrak idan ibisa 

idilihat icorak ibank itanah iyang idigambarkan iberupa ibank itanah iumum, iyang imana isecara iumum 

itujuan idari ibank itanah iialah imengarahkan ipengembangan ipenggunaan itanah ijuga 

imempengaruhi iharga itanah.7 iJika imelihat iketentuan itempat iyang itermasuk ikepentingan iumum 

iterdapat iperluasan ibidang isebagaimana idi iatur iBAB iVIII iperihal ipengadaan itanah ibagian ikedua 

imengenai ipengadaan itanah ibagi ipembangunan iuntuk ikepentingan iumum iPasal i123 iUndang-

Undang iNomor i11 iTahun i2020 itentang iCipta iKerja idalam isub iPasal iperubahan iketentuan iPasal 

i10 iUndang-Undang itentang iPengadaan iTanah ibagi iPembangunan iuntuk iKepentingan iUmum 

iyaitu: 

a. Kawasan iIndustri iHulu idan iHilir iminyak idan igas iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai 

ioleh ipemerintah ipusat, ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha 

imilik idaerah; 

b. Kawasan iekonomi ikhusus iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai ioleh ipemerintah ipusat, 

ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha imilik idaerah; 

c. Kawasan iindustri iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai ioleh ipemerintah ipusat, 

ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha imilik idaerah; 

d. Kawasan ipariwisata iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai ioleh ipemerintah ipusat, 

ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha imilik idaerah; 

e. Kawasan iketahanan ipangan iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai ioleh ipemerintah ipusat, 

ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha imilik idaerah; 

f. Kawasan ipengembangan iteknologi iyang idi iprakarsai idan iatau idikuasai ioleh 

ipemerintah ipusat, ipemerintah idaerah, ibadan iusaha imilik inegara, iatau ibadan iusaha 

imilik idaerah. 

Kalau idilihat idari itersebut idi iatas, ipolitik ihukumnya inampak ijelas icondong ike iarah ipara 

ipemegang imodal idi imana iakibatnya isektor-sektor iitu ibisa idengan imudah idi ijadikan ialasan 

ipembebasan ilahan iyang ipastinya iakan imerugikan imasyarakat idengan ikondisi isosial ikita iyang 

isubordinat dimana jumlah ganti kerugian tidak akan sepadan dengan nilai kerugian akibat 

 
7 Fatimah Al Zahra, “Gagasan Pengaturan Bank Tanah untuk Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara 

yang Berkeadilan,” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik 3, no. 2 (2017): 92-101. 
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pelepasan hak tersebut.8 iPermasalahan ilain iterkait iBank iTanah iadalah isumber ipembiayaan 

iLembaga ini iberasal idari imana, iapabila imengulik iPasal i128 i(BAB iVIII ibagian ikeempat itentang 

ipertanahan) iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 itentang iCipta iKerja isumber ikekayaan 

iBank iTanah iberasal idari: 

a. Anggaran iPendapatan idan iBelanja iNegara 

b. Pendapatan isendiri 

c. Penyertaan imodal inegara 

d. Sumber ilain iyang isah isesuai iketentuan iperaturan iperundang-undangan. 

Melihat ikonsep iBank iTanah iyang ihendak idibuat iini iberupa iBank iTanah iumum iyang 

itentunya imembutuhkan ipendanaan ijauh ilebih ibesarberbeda idengan iBank iTanah ikhusus iyang 

icakupannya ilebih iterbatas idan idapat idiharapkan ibanyak iberperan idalam ipengawasan 

ipenggunaan itanah idan imenekan iharga.9 

Kelembagaan iatau ikegiatan iBank iTanah idalam iUndang iUndang iNomor i5 iTahun i1960 

itentang iPeraturan iDasar iPokok-Pokok iPertanahan iselanjutnya idi isebut idengan iUUPA isecara 

ieksplisit itidak idi icantumkan idengan igamblang imengenai idefinisi imaupun ibentuk iBank iTanah 

inamun idalam iPasal i13 iayat i3 imenjelaskan ibahwa i“usaha-usaha ipemerintah idalam ilapangan 

iagrarian iyang ibersifat imonopoli ihanya idapat idiselenggarakan idengan iundang-undang” ihal iini 

ihampir iserupa idengan iapa iyang idi ilaukan iBank iTanah idalam ipengelolaannya, idengan ikata ilain 

ipembentukan iLembaga iBank iTanah idimungkinkan iuntuk idilakukan inamun idengan iundang-

undang iatau itidak iboleh ibertentangan idengan iundang-undang iyang iada. i 

Sering ikali idi iterangkan ioleh ipihak ipemerintah ibahwasanya iBank iTanah idalam 

ipenyelenggaraanya ibertujuan iuntuk ikepentingan iumum, imenarik iuntuk idi ibahas iterkait ihal 

itersebut iapakah ibetul imereka itujukan iuntuk ikepentingan iumum iataukah iguna ikepentingan 

isegelintir iorang isaja? ibukan ihanya iitu iperlu ijuga idi ipertanyakan iapakah iadanya iBank iTanah iini 

iakan imampu imewujudkan ikeseimbangan idan ikesinambungan iantara ikepentingan irakyat iluas 

idan ipara iinvestor, itidak icuma iberat isebelah iyang ipada iakhirnya iakan imenumbalkan 

ikepentingan irakyat iseperti ibiasanya. 

 

METODE  

Jenis ipenelitian iyang idigunakan idalam itesis iini iadalah ipenelitian inormatif idengan 

 
8 Ranitnya Ganindha, “Urgensi Pembentukkan Bank Tanah sebagai Alternatif Penyediaan Tanah bagi Masyarakat 

untuk Kepentingan Umum”, Arena Hukum 9, no.3 (2016): 442-462. 
9 Ibid, hlm. 445. 
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imenggunakan ikonsep ipendekatan iperundangan, ipendekatan ifuturistic, idan isistematika 

iperbandingan ihukum. iDan iteknik ipenarikan ikesimpulan imenggunakan ilogaika iberfikir 

iabduktive imaksudnya ipenalaran ihukum iyang imerupakan igabungan idari ipola iberfikir iInduktif 

i(Inductive) idan ideduktif i i(deductive) idalam ipersoalan ihukum ifactual iyang ikonkrit. 

 

ANALISIS DAN DISKUSI 

Konsepsi iBank iTanah idalam iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang 

iPeraturan iDasar iPokok-Pokok iPertanahan 

Tanah imerupakan ikebutuhan idasar imanusia iyang imenjadi imodal istrategis ibagi 

ikehidupan, isebagai imodal idasar iyang icukup ipenting iselanjutnya inegara iikut iandil idalam 

imengatur ipersoalan itanah iyang iberada idalam iwilayah ikekuasaan inegara iIndonesia. iHal iini 

iselaras idengan iyang idiamanatkan idalam ikonstitusi isebagaimana itermuat idalam iPasal i33 iAyat 

i(3) iUndang iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia iTahun i1945 iyang iberbunyi i“Bumi, iair, 

idan ikekayaan ialam iyang iterkandung ididalamnya idikuasai ioleh inegara idan idipergunakan 

isebesar-besarnya ikemakmuran irakyat.” ihal iini ibermakna ijuga ipenguasaan ioleh inegara idalam 

iarti iluas ibersumber ipada ikonsep ikedaulatan irakyat iIndonesia iatas isegala isumber ikekayaan 

iberupa i‘bumi, iair, idan ikekayaan ialam iyang iterkandung idi idalamnya’ idisini itergolong ipula 

ipengertian ibahwa ikepemilikan ipublik ioleh irakyat isecara ikolektif iatas isumber-sumber ikekayaan 

iyang idimaksud. iAdapun ikonsepsi ikedaulatan irakyat iIndonesia iatas iseluruh iwilayah iIndonesia 

iberasal idari ihak ibangsa isebagaimana iditentukan idalam iPasal i1 iAyat i(1) iUUPA. 

Sebagai iwujud inyata idari ipasal itersebut ikemudian ilahirlah iUndang-Undang iNomor i5 

iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar iPokok-Pokok iAgraria iyang ilebih ikita ikenal isebagai 

iUUPA.10
 iSelanjutnya iUUPA imengeluarkan iHak iMenguasai iNegara iyang imenjadi ilandasan 

ibagi inegara isebagai ibadan ipenguasa iuntuk idapat imengendalikan idan imengarahkan ipengelolaan 

ifungsi isumber idaya ialam ibaik ibumi, iair, idan iruang iangkasa, iserta ikekayaan ialam iyang 

iterkandung idi idalamnya isesuai iperaturan idan ikebijakan iyang iada. iSebagaimana idiatur idalam 

iPasal i2 iAyat i1 iUUPA iyang imenyebutkan ibahwa i“Bumi, iair, idan iruang iangkasa itermasuk 

ikekayaan ialam idi idalam inya ipada itingkat iyang itertinggi idikuasai ioleh inegara isebagai iorganisasi 

ikekuasaan iseluruh irakyat.” iPasal iini ikemudian iakan imenjasi icikal ibakal iembrio ilahirnya iHak 

iMenguasai iNegara iyang ikemudian imenjadi ilandasan iregulasi ipembentukan iBank iTanah idi 

iIndonesia. 

 
10 Dimuat dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 1960 Tambahan Lembar Negara 

Republik Indonesia Nomor 2043. 
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Hak ibangsa iIndonesia iatas itanah imemiliki isifat iKomunalistik imaksudnya isemua itanah 

iyang iada idi idalam iwilayah iNegara iRepublik iIndonesia iadalah itanah ibersama irakyat iIndonesia 

iyang itelah ibersatu isebagai iBangsa iIndonesia .11
 iDaripada iitu ijuga imemiliki isifat ireligious, 

imaksudnya iseluruh itanah iyang iada idi idalam iwilayah iNegara iRepublik iIndonesia iadalah ikarunia 

iTuhan iYang iMaha iEsa. 

Hak imenguasai inegara iialah ikewenangan iatau iwewenang iformal iyang iada ipada inegara 

idan imemberikan ihak ikepada inegara iuntuk ibertindak ibaik isecara iaktif imaupun ipasif idalam 

ibidang ipemerintahan inegara, idengan ikata ilain iwewenang inegara itidak ihanya iberkaitan idengan 

iwewenang ipemerintahan isemata iakan itetapi ipula isemua iwewenang idalam irangka 

imelaksanakan itugasnya.12 

Asas ifungsi isocial ihak iatas itanah imerupakan isalah isatu iasas iyang imenjadi idasar idalam 

imenerapkan ihukum iagraria idi iIndonesia, isecara iyuridis iasas iini idiatur idalam iUUPA iPasal i6 

iyang imenyatakan i“semua ihak iatas itanah imempunyai ifungsi isocial.” iIni iberarti ibahwa ihak iatas 

itanah iapapun iyang iada ipada iseseorang itidak ibisa idi ibenarkan, ipenggunaan itanah iharus 

idisesuaikan idengan ikeadaan idan isifat idari ipada ihaknya ihingga ibermanfaat ibaik ibagi 

ikesejahteraan idan ikebahagiaan iyang imempunyainya imaupun ibermanfaat ibagi imasyarakat idan 

inegara. iKepentingan imasyarakat idan ikepentingan iperseorangan ihendaknya isaling 

imengimbangi, isampai iakhirnya iakan itercapai itujuan ipokok iberupa: ikemakmuran, ikeadilan, idan 

ikebahagiaan ibagi irakyat iseluruhnya i(Pasal i2 iAyat i(3) iUUPA). iDengan idemikian iPasal i6 iUUPA 

imengakui iadanya ihak iperseorangan iatas itanah.13 

Dalam iPasal i13 iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar iPokok-

Pokok iAgraria idisebutkan: 

(1) Pemerintah iberusaha iagar isupaya iusaha-usaha idalam ilapangan iagraria idiatur 

isedemikian irupa isehingga imeninggikan iproduksi idan ikemakmuaran irakyat isebagai 

iyang idimaksud idalam iPasal i2 iayat i3 iserta imenjamin ibagi isetiap iwarga inegara 

iIndonesia iderajat ihidup iyang isesuai idengan imartabat imanusia, ibaik ibagi idiri isendiri 

imaupun ikeluarganya. 

(2) Pemerintah imencegah iadanya iusaha-usaha idalam ilapangan iagraria idan iorganisasi-

organisasi idan iperseorangan iyang ibersifat imonopoli iswasta 

 
11 Gede Putra Wijaya dan Achmad Busro, “Tinjauan Yuridis Kepemilikan Rumah Tempat Tinggal Bagi Orang 

Asing Di Indonesia,” Notarius 11, no. 2 (2018): 248-265. 
12 Aminudin Ilmar. 2012. Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN. Jakarta: Praneda Media Group. 

hlm.24 
13 Boedi Harsono. 2015. Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Asas 

dan Pelaksanaannya. Jakarta: Universitas Trisakti. hlm.285. 
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(3) Usaha-usaha ipemerintah idalam ilapangan iagraria iyang ibersifat imonopoli ihanya idapat 

idiselenggarakan idengan iUndang-Undang. 

Dengan imengacu ipada iPasal i13 idi iatas iterutama iAyat i(2) imaka iterang idikatakan ibahwa 

idilarang iadanya iusaha imonopoli idi ibidang iagraria iatau iyang idisebut idengan ikepemilikan itanah 

ioleh iswasta, iUUPA ijuga itidak imengatur itentang ipembentukkan iBank iTanah inamun ipada iPasal 

i13 iAyat i(3) itersebut idiatas idimungkinkan ibagi ipemerintah iuntuk imelakukan iusaha iyang ibersifat 

imonopoli idi ibidang ipertanahan itetapi iharus idengan iUndang-Undang idalam ihal iini ibaik 

imengenai itata icara iataupun ikelembagaannya. iDari iPasal i13 iAyat i(3) itersebut idapat iditarik 

ipemahaman ibahwa idimungkinkan ibagi ipemerintah imembentuk iBank iTanah isebagai iusaha 

imonopoli ipemerintah idalam imenguasai itanah-tanah inegara iguna imemperlancar iketersediaan 

itanah ikepentingan ipembangunan 

Bank iTanah ibisa idijalankan ioleh iLembaga ipublik iatau iorganisasi iswasta imaupun 

ikombinasi iantara ikeduanya ibersumber ipada ijenis iBank iTanah iyang idibentuk.14
 iJenis iBank 

iTanah iini iakan iberkaitan idengan ipihak-pihak iyang iterlibat ididalam ipendanaan iatau ipembiayaan 

ilembaga iBank iTanah itersebut. iAdapun ijenis iBank iTanah idiketahui iterdiri idari iBank iTanah 

iUmum iPublik i(General iLand iBanking), iBank iTanah iKhusus iPublik i(Special iLand iBanking), 

idan iBank iTanah iSwasta iyang ibersifat iProfit iOriented. 15i 

Konsep iBank iTanah imempunyai ikemiripan idengan iBank iKonvensional isecara 

iumumnya, iKedua iBank iini imempunyai ifungsi iintermediasi iyang imana ipada iBank iTanah iyang 

idihimpun idan idi isalurkan iadalah itanah idan ibukan iuang. iKonsepnya idi isini imasyarakat imelalui 

imekanisme iBank iTanah ibisa imembantu ipemerintah idengan icara imenghimpunkan itanahnya idi 

iBank iTanah iyang ikemudian iakan idisalurkan idalam ibentuk ihak-hak ilain isemisal isewa idan 

isebagainya isehingga imasyarakat ibisa imendapat ikeuntungan iekonomis idarinya. 

Sumber-sumber itanah iyang idapar idijadikan iobyek iBank iTanah idi iIndonesia ijika imenilik 

ipada iPasal i2 iUUPA itidak iakan isulit ibagi iLembaga iini iuntuk imendapatkan iasset icadangannya. 

iTanah-tanah ihak itermasuk ike idalam iobyek isumber itanah idari iLembaga iBank iTanah itermasuk 

ipula itanah ihak iulayat idan ijuga itanah-tanah iyang idikuasai ioleh inegara imisalnnya itanah iterlantar, 

itanah ibekas ierfpacht, itanah iaset iBUMN/BUMD iyang ibelum idigunakan, itanah inegara iyang 

iebrasal idari ipencabutan iha ikatas itanah, itanah ifasilitas isocial/fasum iyang idi iserahkan ioleh 

ideveloper, itanah ihasil ikonsolidasi itanah, itanah inegara iyang iberasal idari ipembebasan itanah, 

 
14 N. Erdiana, B. Santoso, dan M. H. Prasetyo, “Eksistensi Bank Tanah Terkait Pengadaan Tanah Berdasarkan 

Undang-Undang Cipta Kerja,” Notarius 14, no. 2 (2021): 930-942. 
15 Hairani Mochtar, “Keberadaan Bank tanah Dalam Pengadaan Tanah untuk Pembangunan,” Jurnal 

Cakrawala Hukum 18, no. 2 (2013): 127-135. 
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itanah iOb iSentee. 

 

Konsepsi iBank iTanah idalam iUndang-Undang iNomor i11 iCipta iKerja iditinjau idari isudut 

ipandang iUUPA i 

Secara iumum iBank iTanah idimaksudkan isebagai ikegiatan ipemerintah iuntuk imenyediakan 

itanah iyang iakan idialokasikan ipenggunaannya idikemudian ihari.16
 iDengan ibegitu iBank iTanah 

imemiliki ifungsi iantara ilain isebagai ipenghimpun itanah i(Land ikeeper) iatau ipencadangan itanah, 

isebagai ipengamanan itanah iuntuk ikeperluan ipembangunan idi imasa imendatang i(Land 

iWarantee), isebagai ipengendali itanah i(Land iPurschaser) idan isebagai ipendistribusian itanah 

iuntuk iberbagai ikeperluan ipembangunan.17 

Negara imelalui iLembaga ipemerintah iatau iLembaga iindependent iyang iditunjuk ioleh 

ipemerintah iberkewenangan imelakukan iakuisisi itanah iterlantar, imengelola idan imengatur 

ipenggunaan itanah itersebut isementara iwaktu ihingga ikemudian idapat idi idistribusikan ikembali 

iuntuk ikepentingan iumum. iHal iini iadalah ibentuk ikebijakan ipertanahan iyang ikita isebut idengan 

iBank iTanah.18
 iMenurut idefinisi iyang isebelumnya itelah idi ijelaskan ipada isub ijudul iatas idapat idi 

isimpulkan ibahwa iBank iTanah imerupakan iLembaga iyang imelakukan ifungsi ipenataan iterhadap 

itanah. iAdapun ifungsi ipenataan iini icakupannya isangat iluas iseperti ihalnya idiatur idalam iUU iCipta 

iKerja iyakni iperencanaan, ipenrolehan, ipengadaan, ipengelolaan, ipemanfaatan, idan idistribusi 

itanah.19 

Bentuk iBank iTanah iberdasarkan iPasal i2 iAyat i(1) idan iAyat i(2) iPeraturan iPemerintah 

iNomor i64 iTahun i2021 itentang iBadan iBank iTanah iadalah ibadan ihukum idan ikekayaan iyang 

idimiliki iterpisah idari ikekayaan inegara.20
 iDengan ibentuk ipertanggungjawabannya iBank iTanah 

ibertanggung ijawab ikepada iPresiden imelalui ikomite.21 

Bank iTanah imempunyai iwewenang ikhusus iantara ilain iguna imenjamin iketersediaan itanah 

idalam irangka iekonomi iberkeadilan idalam ibentuk: ikepentingan iumum, isocial, ipembangunann 

inasional, idan iatau ireforma iagraria, iperencanaan, iperolehan itanah, ipengadaan itanah, 

 
16 Ibid, hlm. 129 
17 Nila Trisna dan Ilka Sandela, “Eksistensi Bank Tanah Dalam Hukum Agraria Di Indonesia,” Ius Civile: Refleksi 

Penegakan Hukum dan Keadilan 5, no. 1 (2021): 187-201. 
18 Hari Candra dan Afriva Khaidir, “Peluang Dan Tantangan Bank Tanah Menuju Pemukiman Berwawasan 

Lingkungan Di Indonesia,” Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam  5, no. 2 (2020): 1-20. 
19 Hasyim Sofyan Lahilote, Irwansyah, dan Rosdalina Bukido, “Pengawasan terhadap Bank Tanah: Urgensi, 

Kewenangan, dan Mekanisme,” Undang: Jurnal Hukum 4, no. 1 (2021): 191-211. 
20 Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2021 tentang Badan Bank tanah, Pasal 2 Ayat 

(1) sampai Ayat (6) 
21 Ibid. 
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ipemanfaatan itanah idan ipendistribusian itanah.22
 iUntuk ipenyelenggaraan ifungsi iBank iTanah 

itersebut ibisa idilaksanakan idengan ibentuk ikerja isama idengan ipihak ilain iadapun ipihak iyang 

idimaksud iadalah iPemerintah iPusat, iPemerintah idaerah, iLembaga iNegara, iBUMN, iBUMD, 

ibadan ihukum iswasta, imasyarakat, ikoperasi, idan iatau ipihak ilain iyang isah iselama itidak 

imelanggar iketentuan iperundang-undangan.23 

Adapun isystem ipengelolaan iasset iBank iTanah idapat imengarah ipada isystem iyang iberlaku 

ipada iBUMN iatau iperusahaan iswasta ipada iumumnya, ipengelolaan iasset ipada idua ijenis ibadan 

ihukum itersebut iadalah itata ikelola iasset iyang iberlaku idalam idunia ibisnis ihingga idapat 

imenimalkan iterjadinya iketidakefisienan idi iBank iTanah.24
 iDan iuntuk imodal iawal badan iBank 

iTanah idari ipemerintah iserta imerta itidak ihanya imodal iuang inamun idapat ijuga iberupa iasset 

imisalnya itanah idan iGedung idari ikekayaan inegara. 

Berdasar ikonsepnya, iBank iTanah isebagai ibentuk ialternatif ipengadaan itanah idapat 

imemiliki ibeberapa ifungsi iyakni ipertama isebagai ipenghimpun itanah i(Land iKeeper) idalam ihal 

iini iBank iTanah imelaukan ipengumpulan idata iterhadap itanah-tanah iyang imenjadi iobjek 

ipengelolaan iBank iTanah iselain iitu ijuga iBank iTanah imengumpulkan idan imenyediakan idata 

ipertanahan iyang ilengkap, iakurat, iterpadu, idan iactual.25 

Bank iTanah iSebagai iPengaman iTanah i(Land iWarantee) imengacu ikepada irencana itata 

iruang iBank iTanah imelaksanakan ikegiatannya isebagai ipenyedia, ipemanfaatan idan iperuntukan 

itanah iyang isudah idi itetapkan. iBank iTanah isebagai iPengelola iTanah i(Land iManager) iyang 

iberisi ikebijakan idan istrategi ioptimalisasi ipemanfaatan idan ipenggunaan itanah iyang imampu 

imengarahakan ipengembangan ipenggunaan itanah, iBank iTanah isebagai iPengendali iPenguasaan 

iTanah i(Land iPurchaser) imelalui iperencanaan itata iruang isebelumnya iBank iTanah imelakukan 

ipengendalian iterhadap ipenguasaan itanah iagar itidak imengumpul ipada ikelompok imasyarakat 

itertentu.26 

Bank iTanah isebagai ipenilai itanah i(Land iAppraisal) iyang imana imelalui iLembaga iini 

idiharapkan ihaga idan inilai itanah idapat idi ikendalikan i isesuai idengan iperaturan iperundang-

undangan iyang iberlaku, idan iterakhir ikeenam iadalah isebagai iPenyalur iTanah i(Land iDistributor) 

imeliputi ikegiatan ipembebasan itanah, ipematangan itanah, ikemudian ipendistribusian itanah 

 
22 Hadi Arnowo, “Pengelolaan Aset Bank Tanah Untuk Mewujudkan Ekonomi Berkeadilan,” Jurnal Pertanahan 

11, no. 1 (2021): 89 - 102. 
23. Ibid, hlm. 92. 
24 Fidri Fadillah Puspita, Fitri Nur Latifah, dan Diah Krisnaningsih, “Urgensi Kehadiran Bank Tanah Sebagai 

Alternatif Memulihkan Perekonomian di Indonesia,” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam 7, no. 3 (2021): 1761-1773. 
25 Ibid, hlm. 1763  
26 Ibid, hlm 1764. 
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isesuai idengan iperuntukan idan ipenggunaannya.27 Pendistribusian iasset itanah imilik iBank iTanah 

imenliputi ipenyediaan itanah idan ipembagian itanah. iPenyediaan itanah iadalah iuntuk ikepentingan 

iumum, ikepentingan isocial, ikepentingan ipemerataan iekonomi, ikepentingan ipembangunan, 

ikepentingan ikonsolidasi ilahan, idan iperforma iagraria.28
 iSasaran ipendistribusian itanah iialah 

iKemetrian/Lembaga, iPemerintah iDaerah, iorganisasi isocial, idan ikeagamaan, idan iatau 

imasyarakat iyeng iditentukan ioleh iPemerintah iPusat. i 

Pembentukan iBank iTanah iberdasarkan iPeraturan iPemerintah iNomor i64 iTahun i2021 

itentang iBadan iBank iTanah iadalah ipeluang imemenuhi ikebutuhan itanah isecara iefektif idan 

iefisien. iBank iTanah imenjawab ibeberapa ipermasalahan ikompleks iterkait ipenyediaan ilahan 

iyang ibanyak iterjadi iseperti istok itanah ipemerintah iuntuk iberbagai ikeperluan ipembangunan idi 

imasa idepan, imenghemat idana iAPBN/APBD, imengurangi ikonflik idalam iproses ipembebasan 

itanah, idan imengurangi idampak iburuk iLiberalisasi itanah itermasuk ijuga imembatasi iruang igerak 

ipara ispekulan idan imafia itanah.29 

Adapun ialasan ilain idari iurgent inya ipembentukan iBank iTanah idi iIndonesia iantara ilain 

iadalah ikarena ipemerintah imemiliki istok itanah iterutama iuntuk ikeperluan ipembangunan ifasum 

i(sekolah, irumah isakit, iruang iterbuka ihijau idan ifasilitas ipublic iserta ilain-lain), iPembangunan 

iinfrastruktur, iPengembangan iperkotaan, iPemukiman ikembali ibagi imasyarakat iyang iterkena 

iimbas ibencana ialam, ipembebasan itanah, imaupun ibagi imereka iyang itinggal idi iKawasan ikumuh 

iperkotaan, iKetahanan ipangan iuntuk imenekan ilaju ikonversi itanah ipertanian, ilandernform idan, 

iModernisasi idesa iuntuk ipembangunan iindustri. iAlasan ilainnya iadalah imengenai iefisiensi 

ianggaran ipemerintah, iMengurangi iKonflik iPembebasan iTanah 

Secara ikonstitusional, iUUPA iberupa ipelaksanaan idari iPasal i33 iayat i(3) iUUD i1945, 

isebagaimana iyang iditerangkan idalam iPasal i2 iayat i(1) iUUPA iyaitu iberdasarkan iketentuan 

idalam iPasal i33 iayat i(3) iUUD idan ihal-hal isebagaimana idimaksud idalam iPasal i1 iyakni ibumi, iair, 

idan iruang iangkasa itermasuk ikekayaan ialam iyang iada idi idalamnya ipada itingkat itertinggi 

idikuasai ioleh inegara isebagai iorganisasi ikekuasaan iseluruh irakyat. 

iBank iTanah idi ibentuk iuntuk imencapai itujuan ibaik isecara ilocal imaupun isecara iregional, 

ioleh ikarena iitu iregulasi imengenai iBank iTanah iharuslah imencakupi iprinsip iprinsip 

ikesejahteraan idan ikeadilan, ikemanfaatan ihukum, ikelestarian ilingkungan, idan ipartisipasi 

imasyarakat iyang ibertujuan iuntuk imelayani ikepentingan imasyarakat. 

 
27 Widyarini Indriasti Wardani, “Harmonisasi Lembaga Bank Tanah dengan Pengaturan Pengadaan Hak Atas 

Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum,” Spektrum Hukum 18, no. 2 (2021): 1-14. 
28 Ibid, hlm. 7. 
29 Ibid, hlm. 9. 
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Pengaturan iideal iBank iTanah iyang iharmonis idengan iUndang-Undang iNomor i5 iTahun 

i1960 itentang iPeraturan iDasar iPokok-Pokok iAgraria 

Artikel ini ihendak imemberikan imasukan iterhadap ipembentukan iasas ihukum ibank itanah 

iyang idiharapkan iakan imemberikan ikeadilan, ikepastian ihukum, idan ikemanfaatan ihukum idalam 

ihal ipengadaan itanah idalam irangka iekonomi iberkeadilan. iDisimpulkan iasas-asas iyang idi 

iperlukan idalam irancangan ipengaturan ikonsep ibank itanah idi iInonesia ikedepan iadalah isebagai 

iberikut: 

a) Asas iAsas iYang iSesuai idengan iKonsep iKeadilan: iAsas iKeadilan i& iAsas iKepatutan 

idan iKewajaran. 

b) Asas iyang iseusai idengan iKepastian iHukum: iAsas iKepastian i& iAsas iKemanusiaan. 

c) Asas iyang isesuai idengan iKemanfaatan iHukum: iAsas iKemanfaatan i& iAsas 

iKesejahteraan. 

d) Asas iyang isesuai idengan iEkonomi iBerkeadilan: iAsas iEfisiensi iBerkeadilan. 

Regulasi ihukum ibank itanah idi iIndoensia idiketahui iberupa iUndang-undang iyang 

ikemudian imenurun ike ibawah idibentuknya iPeraturan iPemerintah itersendiri imengenai iBentuk 

iKelembagaannya.30
 iBerdasarkan ibeberapa iindikator iyang idigunakan dalam artikel ini iuntuk 

imemahami ikonsep ibank itanah, iada itiga iaspek iyang iakan idi ibahas idalam ikonstruksi inorma 

ihukum idiantaranya inorma ihukum iyang imengatur ijenis ibank itanah, inorma ihukum iyang 

imengatur ipihak iyang iterlibat idalam ipengelolaan ibank itanah, inorma ihukum iyang imengatur 

imekanisme ipenyelenggaraan ibank itanah. 

Kemakmuran iyang iadil idan imerata ibagi irakyat ihanya idapat idi icapai imelalui 

ipembangunan. iDan idalam ihal ipembangunan iakan icenderung imemerlukan itanah. iTanah ibagi 

ikehidupan imanusia iadalah itempat iuntuk iberlindung idan imelanjutkan ihidupnya, isejalan idengan 

ibertambahnya ipenduduk ikebutuhan iakan itanah imeningkat. i 

Tanah itidak ilagi imenjadi itempat iberlindung idan ikeberlangsungan ihidup isemata inamun 

ijuga imenjadi isalah isatu ikomoditas iyang iberharga idan iterbatas idengan inilai ijual iyang itinggi 

iseiring iwaktu iberlalu. iUntuk imendukung ipelaksanaan ipembangunan imaka idi ibutuhkan 

iperaturan-peraturan iyang iakan imengakomodir isegala ihal imenyangkut itanah idan ipertanahan. 

Indonesia itermasuk, ibaik ikehidupan irakyatnya imaupun iperekonomiannya imasih ibercorak 

iagraria, imaka ibumi, iair, idan iruang iangkasa iyang imerupakan ikarunia iTuhan iYang iMaha iEsa 

imemiliki ifungsi iyang isangat ipenting iuntuk imembangun imasyarakat iyang iadil idan imakmur 

 
30 I. Made Pria Dharsana, Indrasari Kresnadjaja, dan I Nyoman Putu Budiartha, “Urgensi Bank Tanah dan 

Penguasaan Negara atas Tanah Menurut Landasan Konstitusional Indonesia,” Lex Publica 5, no. 2 (2018): 1-37. 
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isebagaimana iselalu idicita-citakan ileluhur. iPada izaman ipenjajahan iterdapat ihukum iyang 

iberlaku imengenai isektor ipertanahan inamun ihukum iyang iseharusya isalah isatu iunsur ipenting 

idalam imembangun imasyarakat iyang iadil idan iMakmur ijustru imenjadi ipenghambat idari 

itercapainya icita-cita ileluhur itersebut. i 

Undang-Undang iPokok iAgraria isebagai iperaturan idasar iyang imengatur imengenai 

ipengusaan, ipenggunaan, ipemanfaatan, idan ipemilikan isumber-sumber iagraria iberisi isejumlah 

idasar-dasar ihukum iberikut: 

1. Dasar ikenasionalan iterletak idalam iPasal i1 iayat i(1) iyang iberisi: i“Seluruh iwilayah 

iIndonesia iadalah ikesatuan itanah-air-dari iseluruh irakyat iIndonesia iyang iBersatu 

isebagai ibangsa iIndonesia idan ipasal i1 iayat i(2) iyang iberbunyi ibahwa i“seluruh ibumi, iair, 

idan iruang iangkasa, itermasuk ikekayaan ialam iyang iterkandung ididalamnya idalam 

iwilayah iRepublik iIndonesia isebagai ikarunia iTuhan iYang iMaha iEasa iadalah ibumi, iair, 

idan iruang iangkasa ibangsa iIndonesia idan imeupakan ikekayaan inasional”. 

2. Mengganti iasas iDomein iwarisan icolonial. iAsas idomein ibertentangan idengan 

ikesadaran ihukum irakyat iIndonesia idan i iasas idari inegara iyang imerdeka idan imodern. 

iUndang-Undang iPokok iAgraria i iberpangkal ipada ipendirian ibahwa iuntuk imencapai 

iapa iyang iditegaskan idalam iPasal i33 iayat i(3) iUUD iNRI i1945 itidak iperlu idan itidaklah 

ipula ipada itempatnya, ibahwa ibangsa iIndonesia iataupun inegara ibertindak isebagai 

ipemilik itanah, ilebih itepat ijika inegara, isebagai iorganisasi ikekuasaan idari iseluruh irakyat 

i(bangsa) ibersikap iselaku iBadan iPenguasa. 

3. Pengakuan iterhadap ikeberadaan ihak iulayat imasyarakat ihukum iadat. iPenyebutan ihak 

iulayat idalam iUndang-Undang iPokok iAgraria iyang ipada ihakekatnya iberarti 

ipengakuan ihak iitu, imaka ipada idasarnya ihak iulayat iitu iakan idiperhatikan, isepanjang 

ihak itersebut imenurut ikenyataanya imemang imasih iada ipada imasyayrakat ihukum iyang 

ibersangkutan 

4. Dasar ikeempat itercantum idalam iPasal i6 iyakni isemua ihak itanah imempunyai ifungsi 

isocial. iBerarti iha ikatas itanah iapapun iyang iada ipada iseseorang itidak idapat idibenarkan 

itanahnya idi ipergunakan isemata imata iuntuk ikepentingan ipribadi iapalagi ikalua ihal iitu 

imenimbulkan ikerugian ibagi imasyarakat. i 

5. Hanya iWarga iNegara iIndonesia iyang idapat imempunyai iha ikatas itanah, iberdasarkan 

iasas ikebangsaan idalam iUUPA i(Pasal i1). iMenurut iPasal i9 ijo iPasal i21 iayat i(1) ihanya 

iwarganegara iIndonesia isaja iyang idapat imempunyai iha ikatas itanah. 
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6. Kesetaraan iLaki-laki idan iWanita, iterkait idengan iasas ikebangsaan idi iatas iditentukan 

idalam iPasal i9 iayat i(2) iyakni itiap-tiap iwarganegara iIndonesia ibaik ilaki-laki imaupun 

iwanita imempunyai ikesempatan iyang isama iuntuk imemperoleh isesuatu iha ikatas itanah 

iserta iuntuk imendapatkan imanfaat idan ihasilnya ibaik ibagi idiri isendiri imaupun 

ikeluarganya. 

7. Penataan iUlang iPenguasaan, iPenggunaan, ikepemilikan idan iPemanfaatan isumber 

isumber iAgraria. 

8. Perencanaan ipenguasaan, ipenggunaan, ipemilikan, idan ipemanfaatan itanah. iDengan 

iperencanaan iitu ipenggunaan itanah idilakukan idengan iterpimpin idan iteratur isehingga 

idapat imembawa imanfaat iyang isebesar-besarnya ibagi inegara idan irakyat. i 

Usaha imenuju ikepastian ipembentukan iLembaga ibank itanah itampak idari ilahirnya ipasal-

pasal iyang imengatur imengenai ipembentukan iLembaga ibank itanah idalam ipasal i125 ihingga 

idengan ipasal i135 ibagian ikeempat itentang ipertanahan iUndang-Undang inomor i11 iTahun i2020 

itentang iCipta iKerja.31
 i iPasal i125 iayat i(1) imerupakan idasar ipembentukan ibadan ibank itanah ioleh 

ipemerintah ipusat iadpun itujuan ipembentukan iBank iTanah iialah isebagai imenjamin iketersediaan 

itanah idalam irangka iekonomi iberkeadilan iterdapat idalam ipasal i126. iMerupakan iwujud 

ikepastian ihukum ibagi ipemerintah iuntuk imembentuk ibadan ibank itanah. 

Adapun itindak ilanjut idari ipada ipasal-pasal iterkait ipembentukan ibank itanah iyang 

idisebutkan idalam iUndang-Undang iCipta iKerja iadalah ilahirnya iPeraturan iPemerintah iNomor 

i64 iTahun i2021 itentang iBadan iBank iTanah. iPeraturan iPemerintah iini iselanjutnya imenegaskan 

itentang istruktur idan imekanisme iBadan iBank iTanah idi iIndonesia. 

Regulasi iyang imengeatur itentang ipraktek ibank itanah idi iIndonesia iharus imampu 

imemenuhi ibebagai iaspek ipenyelenggaraan ibank itanah, ihal iini ibertujuan iagar itidak iterjadi 

itindakan isemena-mena iyang iberpotensi imelahirkan iketidakadilan idalam ipenyelenggaraan ibank 

itanah. iHakikatnya ikeberadaan iLembaga iBank iTanah isecara ilegal iformal isudah imemiliki idasar 

ifilosofis idalam iideologi iPancasila idimana itertuang idalam isila ikedua i(kemanusiaan iyang iAdil 

idan iBeradap) idan ikelima i(keadilan isocial ibagi iseluruh irakyat iIndonesia) iserta ilandasan 

ikonstitusional idalam iUndang iUndang iDasar iNegara iRepublik iIndonesia itahun i1945 iyang 

itertuang idalam iPasal i33 iAyat i(1) iyakni i“Bumi, iair, idan ikekayaan iyang iterkandung ididalamnya 

idi ikuasai ioleh inegara idan idi ipergunakan iuntuk isebesar-besarnya ikemakmuran irakyat.” 

 
31 Eldi, “Rekontruksi Hukum Pengaturan Bank Tanah Terhadap Kewenangan Kementerian Atr/Bpn Dalam 

Mewujudkan Pengelolaan Aset Tanah Negara Untuk Kepentingan Umum Yang Berkeadilan Pasca Undang 

Undang Cipta Kerja 2020,” Media Bina Ilmiah 16, no. 4 (2021): 6685-6705. 



195 

 

Bank itanah idi ibentuk iguna imencapai iberbagaiiiMacam itujuan ilokal imaupun iregional 

itermasuk ijuga imenciptakan iperumahan iterjangkau, imenstabilkan inilai iproperty, iserta 

imengendalikan ipasar itanah. iDalam irangka iitu iregulasi imengenai ibank itanah iharus imemenuhi 

iprinsip-prinsip ikesejahteraan, ikeadilan, ikemanfaatan ihukum, ikelestarian ilingkungan, idan 

iprinsip imasyarakat isebagai ientitas ipublik, idimana itujuan ibank itanah iadalah iuntuk imelayani 

ikepentingan iumum imasyarakat.32 

 

KESIMPULAN 

Undang-Undang iPokok iAgraria i(UUPA) idalam iPasal i2 imengamanatkan iadanya ibadan 

ipenguasaan itanah iyang idapat iditafsirkan iperlu idi ibentuknya isuatu ibadan iyang imengelola itanah 

inegara, iselanjutnya ipada ipasal i6 imengamanatkan i iakan iadanya ifungsi isosial iatas itanah. 

iPeraturan iperundang-undangan idi ibidang iagraria imemberikan ikekuasaan ikepada inegara iuntuk 

imenguasai itanah iyang iada idi iwilayah iIndonesia iuntuk idikelola iatau idigunakan isebesar-

besarnya ikemakmuran irakyat ibanyak iseperti ihalnya idiamanatkan idalam iPasal i33 iAyat i(3) iUUD 

i1945. iNamun ibelum iada iaturan ipasti idalam iUndang-Undang itersebut imengai ibentuk imaupun 

istruktur ikelembagaan ibadan ibank itanah. 

Konsepsi ibank itanah idalam iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 itentang iCipta iKerja 

iditinjau idari isudut ipandang iUndang-Undang iNomor i5 iTahun i1960 itentang iPeraturan iDasar 

iPokok-Pokok iAgraria, isenyatanya ibelum isepenuhnya isejalan idengan isemangat idan iunsur-

unsur iyang iterkandung idalam iUUPA ikarena idalam ihal iini ipembentukan ibank itanah 

iBerdasarkan iUndang-Undang iNomor i11 iTahun i2020 ihanya iberfokus ipada ikonsep iekonomi 

isemata ikurang iberfokus ipada ikepentingan irakyat i(miskin). iKemudian idalam ipemanfaatan 

ipengadaan itanah ioleh ibank itanah i(sebagai iPengelola iTanah/Land iManager iyang imemuat 

ikebijakan idan istrategi ipengoptimalisasi ipemanfaatan idan ipengguanaan itanah iyang imampu 

imengarahkan ipengembangan ipenggunaan itanah) iberdasarkan iUndang-Undang iCipta ikerja iini 

iseharusnya imemuat ipula ilebih ijelas imengenai ikonsep iAccesreform i(akses imasyarakat) iyang 

imana idi isini iberhubunga idengan ipenataan ipenggunaan itanah iuntuk ilebih iproduktif ibersamaan 

idengan ipenataan idukungan isarana idan iprasarana iyang imemungkinkan irakyat i(petani) 

imendapat iakses ike isumber iekonomi idi iwilayah itersebut. iAccesform idisini imeliputi iakses isarana 

iprasarana ipertanian, ipengairan, ijalan, iusaha itani, ipemasaran iproduksi, ikoperasi iusaha itani, idan 

iperbangkan i(kredit iusaha irakyat). 

 
32 Frank S. Alexamder .2011. Land Banks and Land Banking. Washington: Center for Community Progress, hlm. 
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Pengaturan iideal iBank iTanah iyang iHarmonis idengan iUUPA iadalah idengan imembentuk 

ibank itanah isebagai ibadan ihukum ipublik imengingat iketentuan iPasal i33 iAyat i(3) iUUD i1945 

iNKRI idan iPasal i2 iUUPA ibahwasanya inegara imemiliki iperanan ipenting idalam ipelaksanaan 

ibank itanah, idimana ipengelolaan isepenuhnya idijalankan ioleh ipemerintah itanpa iturut icampur 

ipihak iswasta idalam ipengendalian idan ipengelolaan ilembaganya. iDengan iPrinsip idasar ibahwa 

ipemanfaaatan itanah iyang idikelola iLembaga itersebut iharus imemprioritaskan ikepentingan 

iumum idengan iprinsip iuntuk imencapai ikemakmuran ibagi irakyat iyang isebesar ibesarnya. iSeperti 

iyang isebelumnya idisinggung idalam ihak-hak iprioritas irakyat isebagai iNatuurlijk iPerson itidak 

idiabaikan ihanya ikarena imakna idi idalam iPasal i33 iayat i(3)  ijo iPasal i2 iayat i(2) iUUPA 

ibahwasannya i“bumi, iair, idan ikekayaan iyang iterkandung idi idalamnya idi ikuasai ioleh inegara idan 

idi ipergunakan isebesar-besarnya iuntuk ikemakmuran irakyat”. iJika iitu iuntuk ikepentingan iumum 

idan irakyat iterancam ikarenanya ipemerintah imenjadi iwakil ibagi irakyat iuntuk imelindungi 

ikepentingan iyang idi irugikan itersebut. iBank iTanah isebagai iLembaga iyang imengatur, 

imengelola, idan imendistribusikan ibukan iberarti imenguasai itanah isecara imutlak isebagai ipemilik 

inamun, ipemerintah idisini isebagai ipembuat iperaturan, ipelaksana iperaturan, idan ipengawas 

iperaturan iagak idilaksanakan isebagai imana imestinya isesuai idengan iPrinsip idan isendi-sendi 

iyang itermuat idalam iUUPA. 
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